


Mengingal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sul mara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur
di Propinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 44 38);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



9.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 678},

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor
17 Tahun 2015 tentang Kedudukan Hak Protokoler
Keuangan dan Administrati{ Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomoer 017);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

12, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Tenaga Kontrak Harian Lepas D1 Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG PERJALANAN DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
PULANG PISAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[balam P raturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I
2.

s w

£,

Dacrah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

Bup.ti adalah Bupati Pulang Pisau.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.

Pemcrintahan Daerah adalah penyelenggaan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-
luasnya dalam sistim dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Penicrintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemcrintahan  Daerah  yang memimpin  pelaksanaan urusan
pemicrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur
Penvelenggara Pemerintah Daerah.
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil
Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Kepila OPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemcrintahan Kabupaten Pulang Pisau.

Sekrctariat  Daerah  adalah  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Pulang Pisau.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau.

Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
mel:ksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
angyararn.

Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah
setinp warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa
percobaan sekurang-kurangnya 1 {satu) tahun dan paling lama 2 (dua)
tahun dan digeji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian u :uk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang
diangkat sesuai dengan golongan pengangkatan untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yag bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan
dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang
tid.ik berkedudukan sebagai pegawai neger.

Tenaga Kontrak Harian Lepas, yang selanjutnya disebut Tenaga KHL
adnlah tenaga kontrak yang diangkat oleh Bupati dan/atau pejabat
berwenang untuk jangka waktu tertentu guna membantu OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan
tugas pemerintahan.

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FKPD
adqalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan
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urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas
Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri,
Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Pihak lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Tenaga KHL yang mendapat penugasan melakukan perjalanan dinas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
dacrah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, d  ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula
di dalam negeri.

Pcrjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.

Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah
untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang,

Surat Perin® "1 Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah
surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akibat
dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat
kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang
dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan
Neugara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau,

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat
kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang
dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan
Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke Luar Wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas
perintah/izin /persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Tenaga KHL
yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan pihak lain.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan keten
berlaku.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota OPD berada.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

tuan yang
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Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Luar Daerah adalah luar Kabupaten Pulang Pisau.

Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati/ Wakil
Bup:ti, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat
Eselon I1.

Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota Tempat Tujuan adalah biaya yang
diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk
perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati/ Wakil Bupati.

BAB 11
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan

dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Negeri, PTT/Tenaga

KH!. dan FKPD serta pihak lain yang dibebankan pada Anggaran

Peniapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Perj.ilanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:

a. !’erjalanan Dinas Jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Pindah.

c. Perjalanan Dinas Tugas Tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain
yvang ditugaskan oleh Bupati Pulang Pisau.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

Periulanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk

kepentingan daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat

bernda ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan

semula.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah;

b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah; dan

c. Pepalanan Dinas Jabatan ke Luar Negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Daerah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Penjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih
dar 8 (delapan) jam; dan

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah yang dilaksanakan
sampai dengan 8 (delapan) jam.

b.



(4)

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan ke Luar Negeri
sehbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah Perjalanan Dinas
ke Luar Negeri bagi pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pulang Pisau termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat
dilakukan apabila telah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari
Menteri Dalam Negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan

sejenisnya,;

pengumandahan (detasering);

menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
untuk mendapatkan surat keterangan  dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f.  memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

g. ~mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan Tugas Belajar setara Diploma/S1/8S2/S3;

i. mengilkuti pendidikan dan pelatihan;

] menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan Perjalanan Dinas; atau

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat
Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

a 0

Pasal 4

Urnituk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD
teriebith dahulu harus mendapat SPT.

Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sehagai berikut;

a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah.

b. Pejabat Eselon I, pada Perangkat Daerah, SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau dalam hal
Bupati/Wakil Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

¥

¢. SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani

oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD t ‘halangan maka SPT
ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

d. SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani

oleh Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka
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SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretans DPRD
alau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

e. Pcjabat Eselon 1, pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, SPT
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau dalam hal Sekretaris
l>aerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat lain
yvang ditunjuk olehnya, sedangkan SPPD ditandatangani oleh
epala OPD yang bersangkutan, apabila berhalangan maka SPPD
ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala OPD yang
hersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

f.  SPT dan SPPD bagi pegawai Eselon IV dan non eselon di seluruh
(OPD, ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan, apabila
berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yar -
mewakili Kepala OPD yang bersangkutan atau pejabat lain yang
ditunjuk olehnya.

g. SPT d . SPPD bagi pegawai Eselon 1lI, Eselon IV dan non eselon di
lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh KPA dan

khusus untuk dana rutin SPT dan SPPD ditandatangani oleh
“ekretaris Daerah.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;

¢c. Waktu pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah atau Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
Jjam SPT dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam kota dilaksanakan sampai dengan 8
(delnpan)j jam daj ° dilakukan tanpa penerbitan SPPD.

Format penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum pada Lampiran [, Lampiran 1l dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kolom pengikut pada Lampiran 1 hanya untuk pelaksanaan
perjalanan dinas pindah dan mengantar jenazah.

Pasal 5

Dalam penerbitan SPPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan
Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut Perjalanan Dinas
Jaliatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah yang tertuang
daliim SPT.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah yang dilaksanakan ampal
dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud



dalarn Pasal 4 ayat (5), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dicantumkan dalam SPT.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

Perj:.lanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen, sebagai berikut:

a. uvang harian

b. liiaya transport udara, laut/air, darat termasuk airport tax,
.sur .si jasa raharja, dan atau sewa/carter kendaraan umum di
jalan dan di sungai (rombongan) dan biaya Bahan Bakar Minyak
hagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;

c. biaya penginapan,

d. uang representasi;

e. biaya sewa kendaraan dalam Kota tujuan bagi Bupati/ Wakil
Bupati;

{. Bantuan transport lokal luar daerah; dan

g. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. llang makan;

b. uang transport lokal; dan

c. tlang saku.

Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan
bagi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan
pelatihan jabatan diatur sebagai berikut:

l = & hari = 100% x uang saku

7 — 10 hari = 90% x uang saku

11 - 20 hari = 80% x uang saku

21 - 30 hari = 75% x uang saku

31 - 60 hari = 70% x uang saku

> 60 hari = 65% x uang saku

=000 op

Biava transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat
Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
pus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandara, dan
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

¢, uang transport kegiatan dalam daerah tidak dapat diberikan
apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau
untuk perjalanan yang bersifat rutin;

d. uang transport kegiatan dalam daerah tidak dapat diberikan
kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang melakukan
rapat dalam komplek perkantoran yang sama;

€. dalam h-' perjalanan dalam daerah sampai 8 (delapan) jam di luar
wilayah Kecamatan Kahayan Hilir pergi pulang termasuk

9
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pelaksanaan kegiatan, maka dapat diberikan uang transport (at
cost) dalam daerah dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam
Daerah dan tidak diberikan u g penginapan.

f. dilam hal perjalanan dalam daerah di wilayah Kecamatan Kahayan
Hilir sampai 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan
kegiatan, maka hanya diberikan uang transport lokal atau sebesar
30% (tiga puluh persen) dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan
Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara lumpsum dan tidak
diberikan uang penginapan.

g. biaya Bahan Bakar Minyak bagi perjalanan dinas yang
menggunakan kendaraan dinas adalah biaya bahan bakar minyak
yang diperlukan selama melaksanakan perjalanan dinas dengan
menggunakan  kendaraan dinas secara at cost yang
dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan dengan melampirkan
bukti pembelian pada SPBU atau agen penjualan Minyak dan Solar
(APMS]).

Bantuan transport lokal perjalanan dinas luar daerah sebagaimana

dimaoksud pada ayat (1) huruf {f dibayarkan secara lumpsum yang

diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dan tempat
kedudukan menuju hotel/penginapan/kantor di tempat tujuan paling
lama 3 (tiga) hari perjalanan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan bilaya yang diperlukan untuk menginap secara at cost

sesual biaya riil di hotel atau di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Pelaksana SPPD luar daerah diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari tan{ hotel/penginapan di kota tempat
rujuan.

b. Pelaksana SPPD dalam daerah diberikan biaya penginapan sebesar
!3% (lima belas persen) dari tarif hotel/penginapan di tempat
tujuan.

c. Pelaksana SPPD dalam daerah dari kecamatan ke desa dalam
wilayah Kabupaten Pulang Pisau diberikan biaya penginapan
sebesar 5% (lima persen) dari tarif hotel/penginapan di desa
tujuan.

d. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b
dan huruf ¢ dibayarkan secara lumpsum.

Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

dibcrikan  kepada Bupati/Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD,

Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon 1l selama

melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kunjungan

kerja, rapat kerja/rapat koordinasi, seminar, workshop dengan
ketentuan uang Representasi diberikan maksimal 4 (empat) hari.
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Uang Representasi tidak diberikan bagi Pejabat Eselon Il apabila
lingkup kegiatan tersebut bersifat lokal/dalam daerah, kecuali bagi
Bupati/Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huru! e dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan

DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

sudal termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan

pajak diberikan secara at cost.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dapal

menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan umum di jalan

dan/utau di sungai, setelah mendapat per: ujuan dari Pejabat yang

Berwenang, dengan memenuhi salah satu ketentuan sebagal berik

a. Tidak ada transportasi umum,;

b. Sangat diperlukan, mengingat sifatnya yang sangat mendesak
dan/atau terkait jadwal waktu oleh pihak lain yang tidak
memungkinkan menggunakan angkutan umurm,;

c. Apabila diperhitungkan biaya lebih murah sewa/carter daripada
muenggunakan kendaraan angkutan umum; dan

d. Membawa dokumen/barang dengan volume kapasitas dan/atau
memerlukan tingkat keamanan yang tid ' memungkinkan bila
menggunakan angkutan umum.

Biay:: transport sewa/carter kendaraan umum di jalan dan/atau di

sungil sebagaimana dimaksud pada ayat (10} dan ayat (12) dilakukan

secara at cost sesual dengan pengeluaran biaya riil.

Biayii menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya

pemetian  dan  biaya angkutan jenazah dibayar sesual dengan
pengcluaran biaya riil dan bukti yang sah.

Komponen sebagaimana dimaksud ayat {1} tercantum dalam lampiran

IV yang merupakan bagilan ddak terpisahkan dari Peraturan Bupali
ini.

Pasal 7

Biay . Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal b

ayat! (1), digolongkan dalam 5 ({lima) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, FKPD;

b. T zkat B untuk, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat
lLalnnya yang setara,

Tingkat C untuk Pejabat Eselon 1I1/PNS'Golong 11V;

Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan

Tingkat E untuk PNS Golongan II dan untuk PTT/Tenaga KHL

berijjazah SMA, Diploma dan Sarjana Golongan 1.

o po

Pegnwai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam
urusan mendesak/khusus yang disebabkan tidak diperolehnya tenaga
teknis di tempat yang bersangkutan, seperti awak kapal, motoris, sopir
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(2)

dan 1--naga teknis lainnya yang dipandang dapat diperintahkan untuk
melaksanakan tugas dinas tertentu.

PTT/Venaga KHL dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas
untuh kepentingan Negara, digolongkan dalam tingkat E sebagaimana
pada ayat (1) hurufe.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan scbagail
berikut:

a. uuang " rian dibayarkan secara {umpsum dan merupakan batas
Lertinggs,

b. biaya transport pegawai dibayarkan sesual dengan pengeluaran
biaya riil berdasarkan fasilitas transport;

c. Scwa kendaraan untuk perjalanan dinas luar daerah dan
perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara riil.
baya penginapan dibayarkan sesual dengan pengeluaran biaya riil.

e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
bitas tertinggi;

f. Scwa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil.

g. bantuan transport lokal dibayarkan secara Ilumpsum dan
merupakan batas tertinggi,

h. bantuan uang makan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi;

i. biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
scsual dengan pengeluaran biaya riil dan bukti yang sah.

Seluruh komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana

dimiiksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi,
bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 avat (5) huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas
Jabulan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,
biay: Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen
Peloksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan
Periibahan Anggaran (DPPA) OPD Pelaksana SPPD bersangkutan.
Duti'm hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimanu
dimaksud pada ayat (1) dengan membayar biaya kontribusi untuk
biay  penginapan dan akomodasi yang dikelola oleh panitia
penvelenggara, maka biaya penginapan dan uang makan tidak di
baynrkan.

Panilia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenail
pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
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(3)

(7)

(8)

pada ayat {1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat,
seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya.

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran VI
yang merL akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.
Dulaum hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama
untk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya.
scluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang
Sainie,

Daliim hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
schiagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi damn satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupat ini,
maika Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan bilaya
tercndah pada hotel/penginapan dimaksud.

Biava perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5)
huruf b disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatthan dan pendidikan
yang dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggungkan didalam biaya
kontribusi oleh pelaksana kegiatan yang diikuti,

Pasal 9

PDalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai
untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu
transporlasi tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 10

Biava Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas
Jabhatan dilaksanakan.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya
Perjalanan  Dinas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesal.

Pasal 11

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah ari
yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang
harian, biaya penginapan dan uang representasi.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimintakan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen
berupa:

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala
Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
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(3)

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membebankan biaya tambahan
uang harian, biaya penginapan, uang representasi pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ({(DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.
Tambahan wuang harian, biaya penginapan, uang representasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan
untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e
sampail dengan huruf k.

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang
ditctapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mer —:mbalikan
kelebihan uang harian, bantuan uang makan, bantuan transport lokal
biava penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota
yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anpggaran melalui Bendahara Pengeluaran.

Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan,
uang representasi d . sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf k.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggarin (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Organisasi Perangkat Daerah penerbit SPPD.

(1)

(3)

(4)

(1)

BAB V
' RJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 13

Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan
Surat Keputusan Pindah.

Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar diterbitkannya SPPD.

SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga
yang sah.
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(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan
Findah;

b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun dari Tempat Kedudukan ke
Tempat Tujuan menetap; dan

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawal
Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat
Tujuan menetap;

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. isteri/suami yang sah sesual ketentuan Undang-Undang
Perkawinan yang berlaku,;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada
waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai
penghasilan sendin;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang
menurut surat keterangan dokter mempunyal cacat yang menjadi
sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat
perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25
(dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai
penghasilan sendiri.

Seluain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bag
Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau pejabat eselon IIl
diprrkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga
schanyak 1 (satu) orang.

Pcimbantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dib-rikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri
Golongan [

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. biaya transport pegawai;

b. biaya transport keluarga; dan

c. uang harian.

Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud
padia ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas se: i
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(6)

(3)

(3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh disebabkan dari
tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat
kedudukan pelaksanaan perjalanan dinas tidak terdapat badan usaha
transportasi dan/atau penginapan yang resmi atau berbadan hukum
yany sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak bagi yang
mcli:ksanakan perjalanan dinas.

Daflar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h
dan ayat (4) harus dilampirkan berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya dari penyedia jasa usaha transportasi dan jasa
usaha penginapan dan fakta integritas bermaterai Rp. 6.000,- yang
dibuat oleh yang melaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana
tercantum dalam lampiran V1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Peri.nggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana
dim.ksud pada ayat (1} dengan melampirkan dokumen berupa:

a. |'otokopi surat keputusan pindah;

b.- 3PPD vang telah ditandatangani pihak yang berwenang;

c. INuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; dan

d. Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport.

Pasal 30

PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran
biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

PA/KPA berwenang untuk menilai kesesualan dan kewajaran atas
biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29.

PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
aya! (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai
perianggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan

Memnmbayar/Surat  Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS
Perjalanan Dinas.

Pasal 31

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya {mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kall atau
lebih)
kerugian Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
undang:«n yang berlaku.

dalamm pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat

dan Peraturan Perundang-
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LAMPIRAN VI  : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR . { TAHUN 2017

TENTANG . PERJALANAN DINAS PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
PULANG PISAU

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKT" 'NTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini ¢
Nama R U
NIP L s v e
Jabatan T e )

Dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor | ... Tanggal : oo , dengan

ini kami /saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa !

1. Biaya transport pegawai danfatau biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjaianan dinas
tersebut diatas benar dans esuai dengan riil dilapangan.

2. Apabila dikemudian hari ternyata biaya transport pegawaidan/atau biaya penginapan dalam rangi
pelaksanaan perjalanan dinas tidak benar atau fiktif makasaya bersediat anggungjawab sepenuhnya,
dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Cemikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Pulang Pisau, .
Pelaksana SPPD,

NIP, e

BUPATI PULANG PISAU,
Ttd

EDY PRATOWO





